PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR ‘x TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Menimbang

Mengingat

_DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan

rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia;

.bahwa perempuan dan anak termasuk Kkelompok

rentan yang cenderung mengalami kekerasan,
sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang

optimal;

. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan

dan anak serta peningkatan kualitas hidup
perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan
yang wajib menjadi tugas, wewenang dan tanggung

jawab Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala



Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita {Convention On
The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against
Women). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279};
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301});

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419j};

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4729);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

2
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pasaman Barat.
4

Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.



10.

11.

12.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan
melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran,
kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan prexentil,
represif maupun postremedial {(pendamping dan pengobatan).
Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami
tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
kehidupan pribadi.

Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang
mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,
seksual, psikologis, atau penelantaran yang mengancam nyawa,
badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan vyang
dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk
menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau
masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak
korban kekerasan dari luar/dalam Kabupaten ke titik
debarkasi/entry point, atau dari daerah penerimaan ke daerah asal,
Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis
terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan
struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk
menyetarakan kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan
dan laki-laki di dalam keluarga dan dalam komunitas, dampak
pembagian kerja berdasarkan gender terhadap perempuan dan laki-
laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan
aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi
penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan
negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.
Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah/ibu tiri,
atau ayah dan/ibu angkat.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari
suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis

lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 2

1) Penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan prinsip:
a. responsif gender;

b. non diskriminasi;



hubungan setara dan menghormati;

a o

menjaga privasi dan kerahasiaan;

@

memberi rasa aman dan nyaman;
menghargai perbedaan individu;

tidak menghakimi;

5

menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri;

[N
.

peka terhadap latarbelakang dan kondisi korban dan
pemakaian bahasa yang sesuai yang dimengerti oleh korban;
J- cepat dan sederhana;

k. empati; dan

1. pemenuhan hak anak.

Pasal 3

Pelayanan dan penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak bertujuan:

a. menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau
masyarakat;

b. memberikan perlindungan dan pelayanan yang memadai terhadap
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;

c. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan
bagi korban kekerasan secara sederhana, transparan, akurat dan
akuntabel; dan

d. meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan bagi korban
kekerasan secara cepat, mudah berorientasi pada pemulihan
korban.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelayanan penanganan pengaduan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :
a. korban yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat; dan

b. korban yang berada di luar wilayah Kabupaten Pasaman Barat.



BAB II
PROSES PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

Pelayanan penanganan pengaduan secara langsung:

1. Korban mengadu secara langsung/korban datang sendir,

penjangkauan langsung ke lokasi melalui calll center/Whatsap/yang
diwakili keluarga korban dan rujukan;
Petugas menerima Pengaduan Korban tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak dengan memperhatikan kode etik;

3. Petugas membantu korban ke P2TP2A untuk mengisi Formulir;

4. Petugas melakukan wawancara & pendokumentasian dengan

melengkapi Identitas Korban seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte
Nikah dan no Kontak Korban/Pelapor;

. Petugas melakukan assesment kebutuhan korban/kronologis

kejadian kasus Kekekrasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Petugas melakukan pendampingan dan membantu Layanan Lanjutan,
mediasi, Konseling Psikolog, pelayanan Kesehatan. Pendampingan
Hukum, Rehabilitasi Sosial dan pemulangan Korban;

Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan baik secara OFF line,

On Line

Pasal 6

Unit pelayanan penerimaan pengaduan bagi korban tindak kekerasan

dapat diakses melalui telepon, melalui nomor telepon kantor reguler.

Pasal 7

Langkah-langkah pelayanan penanganan pengaduan melalui telepon:

a.
b.

g o

Identifikasi permasalahan;

Penyampaian informasi layanan yang tersedia;

Rumusan tindak lanjut dan kesediaan pendampingan; dan
Penyampaian kesediaan korban untuk datang ke UPT secara

langsung bila memungkinkan.



Pasal 8

Peralatan yang diperlukan untuk pelayanan penanganan pengaduan
melalui telepon:

a. Pesawat Telepon dengan nomor khusus;

b. Menggunakan sistem hunting telepon;

c. Publikasi Nomor Hotline pada berbagai media;
d. Buku pencatatan khusus telepon;

e. Buku daftar rujukan lengkap; dan

f. Formulir penerimaan khusus melalui telepon.

Pasal 9

Pelayanan penanganan pengaduan melalui surat memberikan
kesempatan kepada korban pelapor yang rumahnya jauh dari tempat
layanan ataupun jauh dari prasarana telepon untuk dapat mengakses

layanan pengaduan.
Pasal 10

Layanan penanganan pengadaan melalui surat dilakukan dengan proses

sebagai berikut:

a. ldentifikasi surat masuk;

b. Koordinasi dengan pihak terkait;

c. Penyampaian informasi petugas aduan kepada pelayanan
pengaduan terdekat;

d. Penyampaian surat balasan terkait rumusan tindak lanjut terdapat

permasalahan yang tidak disangka.
Pasal 11

Pelayanan penanganan pengaduan yang berasal dari rujukan, sebelum
mewawancarai korban, petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat
rujukan ataupun data-data yang dikirim oleh lembaga atau individu
perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data peserta,
maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang

secara langsung.



Pasal 12

Pelayanan penanganan pengaduan melalui penjangkauan korban,
dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang
membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit

pelayanan.

Pasal 13

Langkah-langkah pelayanan penanganan pengaduan melalui

penjangkauan korban:

a. Menerima laporan korban kekerasan di UPT, selanjutnya petugas
melakukan penanganan secara cepat;

b. Jika kondisi korban kurang aman maka petugas memberikan

keamanan dirumah aman UPT;

Petugas mengkoordinasikan dengan UPPA Polres Pasaman Barat;

Petugas melakukan penjangkauan langsung ke lokasi korban;

Untuk korban anak, di lakukan pendampingan oleh keluarga ke UPT:

= 0 a0

Petugas melakukan pendampingan psikologis, bantuan hukum

terhadap korban;

g. Petugas UPT memberikan kontak person kepada korban setelah

melakukan pendampingan.

Pasal 14

Pelayanan penanganan pengaduan melalui intervensi krisis, dilakukan
terhadap korban dalam situasi yang berat seperti cedera atau stress
berat, atau dalam ketakutan yang amat besar terhadap kemanan diri

atau keluarganya.



Pasal 15

Langkah-langkah pelayanan penanganan pengaduan melalui intervensi

krisis:

a.

Petugas merehabilitasi korban dengan melakukan pendampingan
terhadap psikologi korban;

Petugas merujuk korban berdasarkan kondisi korban (medis,
psikologis, bantuan hukum dan rehabilitasi sosial); dan

Petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman.

Pasal 16

Pelayanan penanganan pengaduan melalui rujukan :

a.

Petugas menyampaikan kepada korban lembaga yang akan menjadi
tempat rujukan telah disediakan;

Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan;

Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/
perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses
rujukan;

Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi
dengan identitas korban serta kronologi kejadian (kronologi kasus);
Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh
lembaga yang tepat; dan

Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga

rujukan.

Pasal 17

Pelayanan penanganan pengaduan menggunakan formulir :

a.
b.

Formulir pelayanan penanganan pengaduan; dan

Surat pengantar rujukan.



Pasal 18

Pencatatan dan pelaporan penanganan pengaduan kasus meliputi data
dan informasi :

a. ldentitas korban (KTP&KK),

b. Identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pekerjaan),

hubungan antara korban dan pelaku;

e

Tempat kejadian;

d. Waktu/tanggal kejadian;

e. Jenis kekerasan;
Narasi/kronologi kejadian;

g. Nomor registrasi; dan

h. Keterangan kasus baru/rujukan.

Ditetapkan di Simpang Empat,
Pada tanggal <° Maet 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,

LIANTO

Diundangkan di Simpang Empat,
Pada tanggal go aret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

L - b
YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
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